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BAB II KAJIAN PUSTAKA 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1 Landasan Teori  

2.1.1 Pajak 

2.1.1.1 Pengertian Pajak 

Berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 tentang perubahan ke-

empat atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan 

Tata Cara Perpajakan pada pasal 1 ayat 1, pengertian pajak adalah “Kontribusi wajib 

kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa 

berdasarkan Undang–Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung 

dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar–besarnya kemakmuran rakyat”. 

Berdasarkan Mr. Dr. NJ. Feldmann dalam buku De Over Heidsmiddelen 

Van Indonesia (terjemahan) dalam bukunya Waluyo (2011, 2), pajak adalah 

“Prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada pengusaha (menurut 

norma-norma yang ditetapkannya secara umum tanpa adanya kontraprestasi, dan 

semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum”. 

Berdasarkan Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H. dalam Mardiasmo buku 

Perpajakan (2016, 1), pajak adalah “Iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan 

Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal 

(kontraprestasi) yang langsung yang dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk 

membayar pengeluaran umum”.  

Berdasarkan Soemitro, Mardiasmo (2016, 1) dari definisi tersebut, dapat 

disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur: 

1. Iuran dari Rakyat Kepada Negara 

Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa 

uang (bukan barang). 



8 

 

2. Berdasarkan Undang-Undang 

Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan Undang-Undang serta 

aturan pelaksanaannya. 

3. Tanpa jasa timbal balik atau kontraprestasi dari negara yang secara 

langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat 

ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah. 

4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-

pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas. 

Berdasarkan Soemitro dalam Resmi (2014, 1), pajak adalah “Iuran rakyat 

kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan ) dengan 

tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukan, 

dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”. 

Berdasarkan Djajadiningrat dalam Resmi (2014, 1), pajak sebagai suatu 

kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan 

suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi 

bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat 

dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk 

memelihara kesejahteraan umum. 

Dari definisi-definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa pajak adalah “Iuran 

wajib kepada negara yang bersifat memaksa dan tidak ada jasa timbal balik secara 

langsung yang telah ditetapkan oleh peraturan pemerintah dan Undang-Undang”. 

2.1.1.2 Fungsi Pajak 

Pajak mempunyai peran penting dalam pembangunan karena pajak 

merupakan sumber pendapatan negara. Berdasarkan Mardiasmo dalam buku 

Perpajakan (2016, 1), ada dua fungsi pajak, yaitu: 
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1. Fungsi Anggaran (budgetair) 

Pajak berfungsi sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk 

membiayai pengeluaran-pengeluarannya. 

2. Fungsi Mengatur (cregulerend) 

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan 

kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. 

2.1.1.3 Jenis-jenis pajak 

 

 Pengenaan pajak negara di Indonesia yang sampai saat ini masih berlaku 

adalah: 

a. Pajak Penghasilan 

b. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 

c. Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) 

d. Bea Materai 

e. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 

f. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) 

Dalam hal ini penulis berfokus untuk melakukan penelitian pada “Pajak 

Pertambahan Nilai”. 

 

2.1.2 Pajak Pertambahan Nilai 

Berdasarkan Waluyo (2011:12) menyatakan bahwa Pajak Pertambahan Nilai 

atau disingkat PPN merupakan pajak yang dikenakan atas konsumsi di dalam negeri 

(atau di dalam Daerah Pabean), baik konsumsi barang maupun konsumsi jasa.  

Berdasarkan undang-undang PPN  No. 42 Tahun 2009 Pasal 7 maka untuk tarif PPN 

adalah sebagai berikut:  

1. Tarif Pajak Pertambahan Nilai adalah 10%  
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2.   Tarif Pajak Pertambahan Nilai sebesar 0% diterapkan atas :  

a. ekspor barang kena pajak  

b. ekspor barang kena pajak tidak berwujud  

c. ekspor jasa kena pajak  

3. Tarif pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diubah menjadi 

paling rendah 5% dan paling tinggi 15% yang perubahan tarifnya diatur 

dengan Peraturan Pemerintah. 

  

2.1.2.1 Subjek PPN 

Dalam hal Pajak Pertambahan Nilai (PPN), yang disebut sebagai subjek 

PPN ialah orang pribadi dan badan, yang berdasarkan peraturan perundang-

undangan, melakukan kegiatan penyerahan dan menerima Barang/Jasa Kena Pajak 

(BKP/JKP). Hal ini dapat diartikan bahwa sebenarnya seluruh orang bisa diartikan 

sebagai subjek PPN atau lebih tepatnya semua orang dalam lingkup wilayah 

Indonesia, merupakan subjek PPN. Semua orang bisa dikatakan sebagai subjek PPN 

dikarenakan sifat PPN yang merupakan pajak objektif, dimana munculnya 

kewajiban pajak di bidang ditentukan oleh adanya objek pajak, yaitu seperti 

keadaan, peristiwa, atau perbuatan hukum yang dapat dikenakan pajak. Jadi, PPN 

tidak membedakan tingkat kemampuan konsumen dalam pengenaan pajaknya. 

Selain itu, sifat PPN yang merupakan pajak konsumsi dalam negeri juga 

membuat semua orang dalam lingkup wilayah Indonesia menjadi subjek PPN. 

Karena, PPN dikenakan atas barang atau jasa yang dikonsumsi di dalam daerah 

pabean Indonesia. Sementara, orang pribadi yang memanfaatkan BKP/JKP di dalam 

daerah pabean Indonesia, juga merupakan subjek PPN. Namun, kewajiban subjek 

PPN yang memanfaatkan atau mengkonsumsi BKP/JKP di dalam daerah pabean ini 

hanya sebatas pada pembayaran PPN, yang umumnya harga yang dibayarkan oleh 

konsumen sudah termasuk pungutan PPN. Pengusaha kecil juga merupakan subjek 
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PPN dengan kewajiban-kewajiban yang mengikat, utamanya apabila pengusaha 

kecil memilih untuk ditetapkan sebagai PKP. 

Berdasarkan ketentuan yang mengatur tentang objek PPN dalam pasal 4, 

16C, dan 16D UU PPN 42 tahun 2009 dapat diketahui bahwa subjek PPN dapat 

dikelompokkan menjadi dua, yaitu : 

1. Pengusaha kena Pajak (PKP)  Pengusaha Kena Pajak adalah orang pribadi 

atau badan dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, 

mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, 

memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar Daerah Pabean, melakukan 

usaha jasa, atau melakukan usaha atau memanfaatkan jasa dari luar Daerah 

Pabean.   

Yang termasuk Pengusaha Kena Pajak adalah :   

a. Pabrikan atau produsen adalah pengusaha orang pribadi atau badan 

yang melakukan kegiatan mengolah melalui proses mengubah 

bentuk atau sifat suatu barang dari bentuk aslinya menjadi baran 

baru atau mempunyai daya guna baru. 

b. Importer adalah pengusaha orang pribadi atau badan yang 

melakukan kegiatan memasukkan barang dari lar daerah pabean 

kedalam daerah pabean. 

c. Pengusaha yang mempunyai hubungan istimewa dengan pabrikan 

atau importir adalah hubungan istimewa antara Pengusaha Kena 

Pajak dengan pihak yang menerima penyerahan Barang Kena Pajak 

dan atau Jasa Kena Pajak dapat terjadi karena ketergantungan atau 

ketertarikan satu dengan yang lain yang disebabkan oleh faktor 

kepemilikan atau penyertaan maupun adanya penugasan melalui 

manajemen. 
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d. Agen utama dan penyalur utama pabrikan atau importir adalah 

pengusaha yang kegiatannya sebagai penyalur utama atas Barang 

Kena Pajak yang diperoleh dari produsen. 

e. Pemegang hak paten atau merek dagang Barang Kena Pajak adalah 

pengusaha yangmelakukan kegiatan usaha atas barang tidak 

berwujud didalam daerah pabean. 

f. Pedagang besar (distributor) adalah pengusaha orang pribadi atau 

badan dalam kegiatan usaha perdagangan atas Barang Kena Pajak 

dalam jumlah besar. 

g. Pengusaha yang melakukan penyerahan Jasa Kena Pajak adalah 

pengusaha orang pribadi atau badan dalam setiap kegiatan 

pelayanan berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang 

menyebabkan suatu barang atau fasilitas atau hak tersedia untuk 

dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang 

karena pemesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk 

dari pemesanan. 

h. Pedagang eceran adalah pengusaha orang pribadi atau badan yang 

menyelenggarakan pembukuan yang dalam kegiatan usaha atau 

pekerjaan utamanya melakukan usaha perdagangan dengan cara 

menyerahkan Barang Kena Pajak melalaui suatu tempat penjualan 

eceran seperti took, kios atau dengan cara penjualan yang dilakukan 

langsung kepada konsumen.   

2. Bukan (Non) Pengusaha Kena Pajak (BPKP)  Yang dimaksud dengan 

Bukan Pengusaha Kena Pajak tetapi memiliki status sebagai subjek pajak 

adalah orang atau badan yang melakukan kegiatan yang dikenakan pajak, 

namun oleh Undang-undang tidak diklasifikasikan sebagai Pengusaha Kena 

Pajak. Ketentuan tersebut dimaksudkan adanya kemungkinan Pengusaha 

kecil yang ingin menjadi Pengusaha Kena Pajak. 
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2.1.2.2 Objek Pajak Pertambahan Nilai 

 

 Berdasarkan Mardiasmo dalam buku Perpajakan (2016, 341) dan 

berdasarkan Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 Pasal 4 Ayat (1), PPN dikenakan 

atas: 

1. Penyerahan BKP di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh 

Pengusaha. Syarat-syaratnya adalah: 

a. Barang berwujud yang diserahkan merupakan BKP; 

b. Barang tidak berwujud yang diserahkan merupakan BKP Tidak 

Berwujud; 

c. Penyerahan dilakukan di dalam Daerah Pabean; dan 

d. Penyerahan dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau 

pekerjaannya. 

2. Impor BKP; 

3. Penyerahan JKP di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh 

Pengusaha. Syarat-syaratnya adalah: 

a. Jasa yang diserahkan merupakan JKP; 

b. Penyerahan dilakukan di dalam Daerah Pabean; dan 

c. Penyerahan dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau 

pekerjaanya. 

4. Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam 

Daerah Pabean; 

5. Pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean; 

6. Ekspor BKP Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak; 

7. Ekspor BKP Tidak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak; 

8. Kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam kegiatan 

usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan yang hasilnya 

digunakan sendiri atau digunakan pihak lain; 
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9. Penyerahan BKP berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk 

diperjual-belikan oleh PKP, kecuali atas penyerahan aktiva yang Pajak 

Masukannya tidak dapat dikreditkan. 

 

2.1.2.3 Tarif Pajak Pertambahan Nilai 

Tarif PPN yang berlaku saat ini adalah 10% (sepuluh persen). Sedangkan 

tarif PPN sebesar 0% (nol persen) diterapkan atas: 

a. Ekspor BKP Berwujud; 

b. Ekspor BKP Tidak Berwujud; dan 

c. Ekspor JKP. 

 

Pengenaan tarif 0% (nol persen) tidak berarti pembebasan dari pengenaan 

Pajak Pertambahan Nilai. Dengan demikian, Pajak Masukan yang telah dibayar 

untuk BKP/JKP yang berkaitan dengan kegiatan tersebut dapat dikreditkan. 

Berdasarkan pertimbangan perkembangan ekonomi dan/atau peningkatan kebutuhan 

dana untuk pembangunan, Pemerintah diberi wewenang mengubah tarif Pajak 

Pertambahan Nilai menjadi paling rendah 5% (lima persen) dan paling tinggi 15% 

(lima belas persen) dengan tetap memakai prinsip tarif tunggal. Perubahan tarif 

sebagaimana dimaksud pada ayat ini dikemukakan oleh Pemerintah kepada Dewan 

Perwakilan Rakyat dalam rangka pembahasan dan penyusunan Rancangan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Mardiasmo, 2016, 345).  

 

Cara menghitung PPN adalah sebagai berikut : 

 

 

 

PPN = Dasar Pengenaan Pajak x Tarif Pajak 
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2.1.3 Manajemen Pajak 

Berdasarkan Erly Suandy dalam buku Perencanaan Pajak (2016, 7), Upaya 

dalam melakukan penghematan pajak secara legal dapat dilakukan melalui 

manajemen pajak. Namun, perlu diingat bahwa legalitas manajemen pajak 

tergantung dari instrumen yang dipakai. Legalitas baru dapat diketahui secara pasti 

setelah ada putusan pengadilan. Manajemen pajak adalah sarana untuk memenuhi 

kewajiban perpajakan dengan benar, tetapi jumlah pajak yang dibayar dapat ditekan 

serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan (Sophar 

Lumbantoruan, 1996). 

Tujuan manajemen pajak dapat dibagi menjadi dua sebagai berikut: 

1. Menerapkan peraturan perpajakan secara benar. 

2. Usaha efisiensi untuk mencapai laba dan likuiditas yang sebenarnya. 

Tujuan manajemen pajak dapat dicapai melalui fungsi-fungsi manajemen 

pajak yang terdiri atas: 

1. Perencanaan pajak (Tax Planning) 

2. Pelaksanaan kewajiban perpajakan (Tax Implementation), dan 

3. Pengendalian pajak (Tax Control) 

 

2.1.4  Perencanaan Pajak (Tax Planning) 

2.1.4.1  Pengertian Perencanaan Pajak 

Perencanaan pajak adalah langkah awal dalam manajemen pajak. 

Berdasarkan Mohammad Zain (2008, 67), perencanaan pajak adalah “Tindakan 

penstrukturan yang terkait dengan konsekuensi potensi pajaknya, yang tekanannya 

kepada pengendalian setiap transaksi yang ada konsekuensi pajaknya”. Tujuannya 

adalah bagaimana pengendalian tersebut dapat mengefisiensikan jumlah pajak yang 

akan ditransfer ke pemerintah, melalui apa yang disebut sebagai penghindaran pajak 
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(tax avoidance) dan bukan penyelundupan pajak (tax evasion) yang merupakan 

tindak pidana fiskal yang tidak akan ditoleransi.  

Berdasarkan Erly Suandy (2016, 7) menyatakan bahwa perencanaan pajak 

adalah “Langkah awal dalam manajemen pajak. Pada tahap ini dilakukan 

pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan agar dapat diseleksi jenis 

tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan”. 

Dari pengertian tersebut terlihat bahwa perencanaan pajak melalui 

penghindaran pajak merupakan satu-satunya cara legal yang dapat ditempuh oleh 

Wajib Pajak dalam rangka mengefisiensikan pembayaran pajaknya.  

 

2.1.4.2 Tujuan Perencanaan Pajak 

Tujuan perencanaan pajak adalah merekayasa agar beban pajak (tax burden) 

dapat ditekan serendah mungkin dengan memanfaatkan peraturan yang ada tapi 

berbeda dengan tujuan pembuat undang-undang, maka perencanaan pajak sama 

dengan tax avoidance karena secara hakikat ekonomis keduanya berusaha untuk 

memaksimalkan penghasilan setelah pajak (after tax return) karrna pajak merupakan 

unsur pengurang laba, baik untuk dibagikan kepada pemegang saham maupun untuk 

diinvestasikan kembali (Erly Suandy, 2016, 8). 

Berdasarkan Chairil Anwar (2013, 21) mengemukakan bahwa secara umum 

tujuan pokok dari perencanaan pajak adalah sebagai berikut:  

1. Meminimalisasi beban pajak yang terutang  

Tindakan yang harus diambil dalam rangka perencanaan pajak tersebut 

berupa usaha-usaha mengefisiensikan beban pajak yang masih dalam  ruang 

lingkup perpajakan dan tidak melanggar peraturan perpajakan. 

2. Memaksimalkan laba setelah pajak  

3. Meminimalkan terjadinya kejutan pajak (tax surprise) jika terjadi 

pemeriksaan pajak oleh fiskus.  
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4. Memenuhi kewajiban perpajakannya secara benar, efisiensi dan efektif 

sesuai dengan ketentuan perpajakan, yang antara lain meliputi: 

a. Mematuhi segala ketentuan administratif, sehingga terhindar dari 

pengenaan sanksi, baik sanksi administratif maupun pidana, seperti 

bunga, kenaikan dana, dan hukum kurungan atau penjara. 

b. Melaksanakan secara efektif segala ketentuan Undang-Undang 

perpajakan yang terkait dengan pelaksanaan pemasaran, pembelian, 

dan fungsi keuangan, seperti potongan dan pemungutan pajak (PPh 

Pasal 21, Pasal 22, dan Pasal 23). 

 

2.1.4.3  Manfaat Perencanaan Pajak  

Sebuah perusahaan wajib mengetahui apa manfaat dari perencanaan pajak 

agar tidak terjadinya kesalahan dalam penerapannya. Berdasarkan Chairil Anwar 

(2015, 20), manfaat perencanaan pajak yaitu :  

1. Penghematan kas keluar, karena beban pajak yang merupakan unsur biaya 

dapat dikurangi. 

2. Mengatur aliran kas masuk dan keluar, karena dengan perencanaan pajak 

yang matang dapat diperkirakan kebutuhan kas untuk pajak, dan 

menentukan saat pembayaran sehingga perusahaan dapat menyusun 

anggaran kas secara lebih akurat. 

 

2.1.4.4 Strategi Umum Perencanaan Pajak 

a. Tax Saving  

Tax saving merupakan upaya efisiensi beban pajak melalui 

pemilihan alternatif pengenaan pajak dengan tarif yang lebih rendah. 

Misalnya, perusahaan dapat melakukan perubahan pemberian natura kepada 

karyawan menjadi tunjangan dalam bentuk uang.  
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b. Tax Avoidance  

Tax avoidance merupakan upaya efisiensi beban pajak dengan 

menghindari pengenaan pajak melalui transaksi yang bukan merupakan 

objek pajak. Misalnya, perusahaan yang masih mengalami kerugian, perlu 

mengubah tunjangan dalam bentuk uang menjadi pemberian natura karena 

natura bukan merupakan objek pajak PPh Pasal 21.  

c. Menunda Pembayaran Kewajiban Pajak 

Menunda pembayaran kewajiban pajak tanpa melanggar peraturan 

yang berlaku dapat dilakukan melalui penundaan pembayaran PPN. 

Penundaan ini dilakukan dengan menunda penerbitan faktur pajak keluaran 

hingga batas waktu yang ditentukan, khususnya untuk penjualan kredit. 

Dalam hal ini, penjual dapat menerbitkan faktur pajak pada akhir bulan 

berikutnya setelah bulan penyerahan barang. 

d. Mengoptimalkan Kredit Pajak yang Diperkenankan  

Banyak Wajib Pajak kurang memperoleh informasi mengenai 

pembayaran pajak yang dapat dikreditkan yang merupakan pajak dibayar 

dimuka. Misalnya, PPh Pasal 22 atas impor, PPh Pasal 23 atas penghasilan 

jasa atau sewa dan lain-lain. 

 

2.1.4.5 Jenis-Jenis Perencanaan Pajak 

Berdasarkan Erly Suandy (2016, 132),  jenis-jenis perencanaan pajak (Tax 

Planning) dibagi menjadi 2 yaitu: 

1. Perencanaan Pajak Nasional (National Tax Planning) 

Yaitu perecanaan pajak yang dilakukan berdasarkan Undang-Undang 

domestik. Dalam perencanaan pajak nasional pemilihan atas 

dilaksanakan atau tidak suatu transaksi hanya bergantung terhadap 

transaksi tersebut. Artinya untuk menghindari/mengurangi pajak, Wajib 
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Pajak dapat memilih jenis transaksi apa yang dilaksanakan sesuai 

dengsn hukum pajak yang ada, misalnyanakan terkena tarif pajak 

khusus final atau tidak. 

2. Perencanaan Pajak Internasional (International Tax Planning) 

Yaitu perencanaan pajak yang dilakukan berdasarkan Undang-Undang 

domestik dan juga harus memperhatikan perjanjian pajak (Tax Treaty) 

dan Undang-Undang dari negara-negara yang terlibat. Dalam 

perencanaan pajak internasional yang dipilih adalah negara (yuridiksi) 

mana yang digunakan untuk suatu transaksi. 

 

2.1.5 Motivasi Perencanaan Pajak 

Motivasi yang mendasari dilakukannya suatu perencanaan pajak umumnya 

bersumber dari tiga unsur perpajakan: 

1. Kebijakan Perpajakan (Tax Policy) 

2. Undang-Undang Perpajakan (Tax Law) 

3. Administrasi Perpajakan (Tax Administration) 

Berdasarkan Erly Suandy (2016, 2), ada beberapa faktor yang memotivasi 

Wajib Pajak untuk melakukan penghematan pajak dengan ilegal sebagai berikut: 

1. Jumlah pajak yang harus dibayar  

Besarnya jumlah pajak yang harus dibayar oleh Wajib Pajak. Semakin 

besar pajak yang harus dibayar, semakin besar pula kecenderungan 

Wajib Pajak untuk melakukan pelanggaran. 

2. Biaya untuk menyuap fiskus 

Semakin kecil biaya untuk menyuap fiskus, semakin besar 

kecenderungan Wajib pajak untuk melakukan pelanggaran. 

3. Kemungkinan untuk ketahuan 

Semakin kecil kemungkinan suatu pelanggran terdeteksi, semakin besar 

kecenderungan Wajib Pajak untuk melakukan pelanggaran. 
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4. Besar sanksi 

Semakin ringan sanksi yang dikenakan terhadap pelanggaran, semakin 

besar kecenderungan Wajib Pajak untuk melakukan pelanggaran. 

 

2.1.6 Tahapan Membuat Perencanaan 

Berdasarkan Erly Suandy dalam buku Perencanaan Pajak (2016, 15), Dalam 

arus globalisasi dan tingkat persaingan yang semakin tinggi, seorang manajer harus 

membuat suatu perencanaan pajak dengan memperhitungkan adanya kegiatan yang 

bersifat lokal maupun internasional. Oleh karena itu perusahaan harus mempunyai 

strategi perencanaan secara menyeluruh dengan melalui berbagai urutan tahap-tahap 

berikut ini: 

1. Menganalisis informasi yang ada. 

2. Membuat satu model atau lebih recana kemungkinan besarnya pajak. 

3. Mengevaluasi pelaksanaan perencanaan pajak. 

4. Mencari kelemahan dan kemudian memperbaiki kembali rencana pajak. 

5. Memutakhirkan rencana pajak. 

 

2.1.7 Langkah-Langkah dalam Perencanaan Pajak (Tax Palnning) 

2.1.7.1 Memaksimalkan Penghasilan yang Dikecualikan  

Dalam UU PPh pasal 4 ayat (3) mengatur mengenai penghasilan yang  

dikecualikan sebagai Objek Pajak. Selain penghasilan yang dikecualikan Undang-

Undang, kita juga harus mengetahui apa saja yang termasuk pengahasilan dalam 

Undang-Undang agar kita dapat mengetahui dengan pasti dalam Tax Planning yang 

akan dilakukan. 

Berdasarkan Lombantoruan (2008, 2), langkah-langkah yang dapat 

dilakukan sebagai berikut :  
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a. Mengubah Jenis Penghasilan  

Dengan memanfaatkan celah-celah dari Undang-Undang perpajakan 

yang berlaku, Penghasilan Kena Pajak diupayakan untuk dikecualikan 

atau dikurangi jumlah pajaknya.   

Contoh :  Apabila menanamkan saham pada suatu perusahaan, 

sebaiknya menanamkan saham minimal 25% agar dividen yang 

nantinya dibagikan tidak terkena pajak. 

b. Merencanakan Penghasilan untuk Tahun Berikutnya  

Untuk meminimumkan pajak tahun bersangkutan, maka pernghasilan 

yang diperoleh pada bulan-bulan terakhir tahun yang bersangkutan 

direncanakan sebagi penghasilan tahun depan.  

Contoh :  Laba tahun 2009 besar, dan perkiraan laba  tahun 2010 akan 

menurun, maka sebagian penjualan untuk bulan Desember 2009 ditunda 

sampai bulan Januari 2010.  

c. Mengambil keuntungan sebesar-besarnya atau semaksimal mungkin dari 

berbagai pengecualian potongan atas Penghasilan Kena Pajak (PKP) 

yang diperbolehkan oleh  Undang-Undang. Jika diketahui bahwa PKP 

(laba) perusahaan besar akan dikenakan tarif pajak tinggi/tertinggi, 

maka sebaiknya perusahaan membelanjakan sebagian laba perusahaan 

untuk hal-hal yang bermanfaat secara langsung bagi perusahaan dengan 

syarat biaya yang dikeluarkan adalah biaya yang dapat dikurangkan dari 

PKP (deductible).  

Contoh :  Biaya untuk riset dan pengembangan, biaya pendidikan dan 

pelatihan, biaya perbaikan kantor, biaya pemasaran, investasi jangka 

pendek atau jangka panjang lainnya. 
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2.2 Penelitian Terdahulu 

Tabel 2. 2 Penelitian Terdahulu 

No. Nama Judul Hasil 

1 Mulyo 

Dwi 

Atmojo, 

Sri 

Mangesti 

Rahayu, 

Otto 

Budihard

jo (2016) 

Analisis Penerapan 

Perencanaan Pajak 

Pertambahan Nilai  

(Studi Kasus Pada CV 

Guyub Rukun Putra 

Sakti Tahun Pajak 

2014) 

Penelitian menunjukkan bahwa 

perencanaan pajak menggunakan 

penundaan pengkreditan Pajak 

Masukan mampu meratakan Pajak 

Pertambahan Nilai  terutang 

sehingga tidak ada lagi Pajak 

Pertambahan Nilai  yang lebih 

bayar sedangkan saat menerapkan 

pembelian Barang Kena Pajak 

dengan Pajak Pertambahan Nilai  

mampu meminimalkan Pajak 

Pertambahan Nilai  terutang 

sebesar 15%. 

2 Sri 

Amelia 

Nur 

Aini,  

Kusni 

Hidayati, 

Ali 

Rasyidi 

(2016) 

Analisis Penerapan Tax 

Planning Dalam Rangka 

Meminimalkan Beban 

Pajak Terutang Pajak 

Pertambahan Nilai Pada 

PT. Merak Indomix, 

Gresik 

Penelitian ini menunjukkan 

bahwa perencanaan pajak sangat 

berperan dalam pajak 

pertambahan  nilai yang harus 

dibayar perusahaan yaitu pajak 

masukan harus lebih tinggi agar 

pajak keluaran yang dibayar 

perusahaan jauh lebih rendah. 

3 Ririh Sri 

Harjanti, 

Anita 

Analisis Tax Planning 

Dalam Rangka  

Mencapai Efisiensi 

Penelitian menunjukkan bahwa 

sebelum dilakukan Tax Planning 

PPN Terutang sebesar Rp 
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Karunia, 

Bahri 

Kamal 

(2019) 

Pajak Pertambahan Nilai 

(PPN)   Pada PT. 

Ramadhan Caturkarsa 

Layorda Tegal 

87.586.884,-. Sedangkan setelah 

dilakukan Tax Planning jumlah 

PPN Terutang sebesar Rp 

68.849.914,- Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa dengan 

melakukan Tax Planning maka PT 

RCL Tegal dapat mencapai 

efisiensi PPN Terutang atau PPN 

yang dibayar. 

4 Dwiyatm

oko 

Pujiwidod

o (2017) 

Analisis Penerapan Tax 

Planning Dalam Upaya 

Meminimalkan Ppn 

Terhutang Pada CV. 

Mikita Cookies 

Penelitian ini menunjukkan 

bahwa setelah dilakukan tax 

planning PPN dengan cara 

memaksimalkan pengkreditan 

pajak masukan dari transaksi 

pembelian atas pemenuhan barang 

/ jasa untuk operasional. Dari 

pembahasan dapat dilihat bahwa 

dalam kurun waktu 2014 CV. 

Mikita Cookies dapat menghemat 

sebesar Rp. 81.018.838 dengan 

beban pajak PPN sebesar Rp. 

131.027.912, dari beban pajak 

PPN semula adalah Rp. 

212.046.74 
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5 Vinska 

Faradelah 

Suronoto 

(2013) 

Penerapan Tax Planning 

Pajak Pertambahan Nilai 

Terhutang  Pada UD. Tri 

Murni 

Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa dengan menerapkan Tax 

Planning kita harus 

memperhatikan segi pajak, Tax 

Planning dikatakan berhasil jika 

pajak yang harus dibayar lebih 

kecil setelah dilakukan Tax 

Planning 

6. Ivana 

Margharet

a 

Londoran

g, 

Harijanto 

Sabijono, 

Stanley 

Kho 

Walandou

w (2014) 

Penerapan Tax Planning 

Pajak Pertambahan Nilai 

Terhutang  Pada UD. 

Leonel 

Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa Dalam melakukan tax 

planning kita juga harus 

memperhatikan segi pajak, tax 

planning dikatakan berhasil jika 

pajak yang harus dibayar akan 

lebih kecil setelah dilakukan tax 

planning.   

 

 

 

2.3 Kerangka Konseptual 

 Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bertujuan untuk 

menganalisis Pajak Pertambahan Nilai PT. Sarana Remaja Mandiri dengan 

menggunakan teori pendukung UU PPN No. 42 Tahun 2009. Kerangka pemikiran 

yang dilakukan oleh penulis dapat dijelaskan bahwa dalam melakukan transaksi  

penjualan Barang Kena Pajak (BKP) / Jasa Kena Pajak (JKP) perusahaan akan 

dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Dimana Pajak Keluaran (PK) yang 

diterima oleh perusahaan akan dikreditkan dengan Pajak Masukan (PM). Apabila 
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Pajak Keluaran (PK) yang dipungut lebih besar dari Pajak Masukan (PM) maka 

akan terjadi kurang bayar yang mana selisih ini yang harus disetorkan ke Negara. 

Dalam pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dibutuhkan Tax Planning, Tax 

Planning adalah cara yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk meminimalkan beban 

pajak terhutangnya tanpa melanggar Undang – Undang dan Peraturan Perpajakan 

yang berlaku di Indonesia. Dengan adanya Tax Planning perusahaan bisa 

mengefisiensikan PPN terhutangnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pajak Pertambahan Nilai 

Tax Planning Pajak 

Pertambahan Nilai 

Pajak Pertambahan Nilai 

Setelah Tax Planning 

Gambar 2. 1 Kerangka Konseptual 
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